FEMERINIAR KADUFATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIXAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Way Layap, Gedong Tataan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420/ ;267 /ML01/DS/TV/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD IT IQRO GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : a. Bahwa untuk memperluaskan kesempatan masyarakat dalam memperoleh
pendidikan dasar serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan
dipandang perlu untuk menetapkan SD IT IQRO Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran;

b. Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi
persyaratan darj segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;

¢. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. '

2. ndang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara,

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370)
scbagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang- undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4749);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1998;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi
dan Tugas Perbantuan;

8. Peraturan Pemerintah Neamoe 10 Tt ~nme -



